
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATVRAN DAERAH+(ABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN PINJAMAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:1

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa untuk mempercepat pembangunan dibJdang

infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untul<

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Mukomuko,dipandangperluuntukmelakukanupaya-upaYdi'

menambah sumber pembiayaan untuk mendukung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwasalahSatuupayasebagaimanadrmaksudpadahLrrurf

a di atas adalah melalui Pinjaman Daerah yang syah sesuai

dengan ketentuan Yang berlaku;

bahwa unruk melaksanakan sebaEaimana maksurd huruf a

danbdiatas,makaperludiaturdanditetapkanderrgart
Peraturan Daerah'

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tetrtang

Penibentukan Kabupaten Mukomuko' Kabupaten Selunra

dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran

Negara ltepublik Indonesia Tahun 2003 Nonror 23'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266).
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Undang-undang Nonror '17 Tahun 2003 tentang Keuattgan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47,'Tambahan [bmbaran Negara Nontor 42BO);

Undang-undalg Nomor 01 Tahun-. 2.004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republil<

tnOonesiJ Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangart

(Lembaran . Negara .Regublik lndonesia Tahun 2004

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2A04 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4421)', ir
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara flepulllilt

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437)',

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Arrtara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a3B );

Peraturan Pemerintah Nomor '1OB Tahun 2000 tentang Tata

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanla

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah cian

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Eelartla

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 63);
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Per?turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent;rng

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 NPmor 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140 );

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor B0 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 120) sampai dengan perubahan keompat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahurt 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MUKOMUI(O
PEMERINTAH

12.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUi(O

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TENTANG KETENTUAN PIN.JAM,A.I'J

KABUPATEN MUKOMUKO

f,

l/lcrtctitlll<an

BAB I

' KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Pt:raturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Daeralt adalah Kabupeten Mukomuko,

b, Pettterrntah Kabupaten adalah Pomerintah Kabupaten Mukomuko;

c t3upati adalah BuPati Mukomuko;

d. Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyar disingkat DPRD adalah DPRD

l(abuPat urt lvlukomuko;
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l)itt1;trttitn Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daeralr nrenerjrrra

seJLrI)lalr uartg otau menerima manfaat yang bernilai uang dari pilrak lairr seirrrrgga

Daerah lersebut dibebani kewajiban untuk mernbayar kembali;

Pinjarnan Jangka Menengah adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih

clart satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjarnan yang

rnelipuli pokOk pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun rraktu

yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan;

Pinjarlan Jpngka Panjang adalah Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari

satu tairun anggaran,dan kewaiiban pembayaran kembali pinjanran yang rnelipr-rti

pol<,ok pinjarnan, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun an0garan

lrerikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjarnarl yang bersangkutain;

Penerirnaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas caeran;

Pe rrgeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah;

Pertdapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang drakur sebagai

penanrbah nilai kekayaan bersih;

lJtang Daerah adalah Jumlah uang yang wajib di bayar oleh Penrerjntah Daerah
$r

datr/atau kewajiban Pemerintafr Daerah yang dapat drnilar dengan rang

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjran, atau berdssarkan sei.:arb

l^,^^,,^.,^^^ ^^L.r(lil il ryd yd;rg )dil,

L3arang rrrlrk Daerair adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beb;rn

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Artggiirlrr Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjr-rtnya disingkat APBD

aclalah Rencana f.cuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas d.ln cliseiLrjui

bersartta oleh Pemerintah Daerah dan DPRD cjan dilelapkan denoan Pereiluran

D;rcrah

Drna Alok3sr |.Jmum, selanjutnya drsebut DAU, adalan dana yang bers.inrLrer oafl

punoiipsitart APBN yang diaiokasikan dengan tuluan pemerataan kenranrpuan

Iierrortgan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalarn rangl<a

l:claks:irr;rarr De sentralr sa sr,

l)crtti-rcrr Prrtlarttan adalah Lembaga yang beri:aCan hukum lndonesia baik

ironterrntah nraLrpun srvasta yang maffrpu memberrkan Pin.laman ke;:ada oaerah

S0S[.ii Cur1].lrr Prlt'3111r31 PCrundang-undangan yarrO berlnku
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l{ll0A l(,t b, ll u k an t u ko l",tlturt 2()06



I
BAB II

PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 2

(1) Pinjarrran Pemerrntah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman merupakan alternatif

sunrbor p0rnIr6yss6 APBD'Kabupaten Mukornuko untuk membiayai kegiatan

p0rnbangunan dan peningkatan Kesejahteraan masyarakat.

l2) Pinlarnan pemerintah Kabupaten digunakan untuk membiayai kegratan yang

tnerupakan inisiatii dan [glyorr:nnan Pomaril{6[ Kabupaten berdasarl<an' 
Peraturan Perundang-undangan.

t3) Pinjarlan Pernerrrttah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman dapat dilaksanakan

setelah nrendapat persetujuan. DFRD Kabupaten Mukomuko,

Pasal 3

Oalarl malakukan prnjaman kepada Pemberi pinjaman,

diperbotehkan memberikan jaminan be;upa Pendapatan

Daerah.

Pemerintah KaOupaten tldal(

f-'\rnroh Aqalal ^', Qarrnn lrrl'lil,I,tdvtdt I udl l./cltdU tfdr dll9 lVlllll\t.

Pasal 4

Jenis Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman adalah Pinjaman Jangka Menengah dan/ataur

Pinjanran Jangl<a Panjang,

BAB III

SUMBER PINJAMAN

Pasal S

Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari :

a. Pemerintah Pusat yang dananya berasal dari pendapatan ApBN dan/atau

pengadaan pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri:

b" Penrerintalr Daerah lain;

{ lon'r[.l00a keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai teinpaI

kecludukcn dolcm wilayah Negara Republik Indonesia;

S lerttbaga keuartgan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mernpunyai

. tenlpat kedudukan dalanr wilayah Negara Republik lndonesia.

*{.Rf./ Kit b, t l u k a,t u lo Tnhun 2006
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BAB IV

JUMLAH, PERSYARATAN DAN PROSEDUR PINJAMAN

Bagian Pertama

Jumlah Pinjaman

' Pasal 6

Besarnya Prnjaman Pemerintah Kabupaten kepada Pemberi Pinjaman tidak

melebihi 60 % (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) l(abupaten

MukomukO

Alokasr Penggunaan dana Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

teriarnprr dalarn lamprran dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari Peratuiran

Daeralln' sedangkan rincian Penggunaannya akan diatur lebih lanjut cJan

cli{etapkain dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kedua

Persyaratan Pinjaman

Pasal 7

ilalarn hal melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah

{abupaten wa1ib rnemenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ,Jumlah sisa Pinjaman Pemerintah Kabupaten ditambah jumlah prnJaman yang

akan cJrtarrk trdak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari junrlah penerimaarr

un'rLrrTr APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran sebelumnya.

b. Rasio proyeksi kernampuan keuangan Kabupaien Mukomuko untuk

mcngembalikan pinjaman palir,g sedikit 2,5 (dua koma lima).

c Tidak menrpunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal darr

Perlerintah Pusat.

d. Mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.

ptftDA Kah, htukomuko Tahun 2A06
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Bagian Ketiga

Prosedur Pinjaman

Pasal B

Dalarrr pelaksanaan pinlaman Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu ntelaporkan

rencana prnjaman yang bersumber dari Pemberi Pinjaman kepada Menteri Dalarn

Negerr untuk menoapatkan pertimbangan dengan melampirkan Surat Persetujuan

DPRD Ka[:upaten Mukomuko dan persyaratan lain sesuai dengan l<ele;ntuan

Perundarrg'-undangan yang berlaku.

Penrqrintah Kabupaten untuk mengajukan usulan pin jaman kepada Perrrberi

Pinlarrrrrr suabclufinya perlu meminta pertimbangan kepada Menteri Dalarn Negeri

Sesuar 0ungan Peraturan Perundang-undangan,

PenrDu.rr Prnlaman dapat melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Pemerintah

l(o orrpa lert

Pinlarnan Penrerrntah Kabupaten dari Pemberi pinjaman dituangkan dalam

i)0r10n1r0r] prnjornan yang ditandatangani oleh Bupati dan pemberi pinjaman. $r

Petjanlran prnJaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepi:da

Merrteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

errnerrntalr KaDupaten wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuat dengan

ifmpo terutar)g serta denoa pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang <Jalartt

pe rjanjian pr)Ja rnan

Pasal 1 0

Pen''bayaran sebagainrana dimaksud pasal 9 dianggarkan dalam APBD yang dartanya

cari Pendapatan Umunr Daerah selarna 3 (tiga) Tahun Anggaran terhitung sejal< Tahun

Aggaran 2008.

!t\lql
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Pasal 1 1

Pgnrbayaran pokok Qan bunga pinjaman sebagaiman a dimaksud pasat g tetap

dianggarkan dalam ,a,PBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pasal 10 sampai

tcngan berakhirnya ke',vajiban pinjaman.

Pasal 1 2

ilalartt hal 1>erttbayaran bunga sebagaimana dimaksud pasal I melet-,rhr perl<rraan,

Fenterrntah Kabupaten melakukan pembayaran dengan menyamparkan realisasi

pentbayarari tersebut kepada 0PRD Kabupaten Mukomuko dalarn pernbahasan

ierubaharr AP B D

BAB VI

PENGELOLAAN PINJAMAN

Pasal 1 3

Perrgelotaan pinlarnan Pemerintah

Porrgelotaalr Prnj'rman Pemerintah

IIPRD l(aDupaten Mukomuko.

Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati

Kabupaten harus selalu berkoorCrnasr dengarr
$r

Pasal 14

$ la (lrpa'rtuir.rrt L),.rpatr dapat membentuk Satuan Kerja ur,tuk nrengelola pinlarnan

fimaksud

Pasal 15

il) Perlgelolaan f)rn1aman sebagaimana dimaksud pasal '13 meliputi :

a Pertetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan.

b l)erttbrayaan pembangunan Sarana dan prasarana,'infrastruktur.

i2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APtSD

l(aburpalen Mukomuko.

i3) Pertgeiclaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman dapat dilal<ukan

dengan srstem !',,iulli YearVTahun Jamak sesuai dengan Peraturan Perr-indang-

undon0an yang berlaku.

{4) Pengclolaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan

cJrtuangkan dalarn APBD Kabupaten Mukomuko sampai berakhirnya masa wal<tir

pirt.larnart

TERDA Kab. lluktvttuko Tahun 2006
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tah Kabupaton wajib

Pasal 16

menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban

etas pengelolaan pinjaman,

Pasal 17

Forlanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 16 disamPaikan kePada

dari pertanggungjawaban pelaksanaan*PRD i(abupaten Mukomuko sebagai bagian

APBD.

BAB VII

JANGK q WAKTU PTNJAMAN

Pasal 1B

Jangka waktu pinjaman sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kesepal<atan

perjanjian arttara Pemerintah Kabupaten dengan pemberi pinjaman

.langka rvaktu pirtjaman tidak boleh lebih dari masa jabatan Bupati

Pasal 19

:enetaporr Jangka rval<tu pinjaman sebagaimana drmaksud pada pasal 1B termasut'

dr.^ l^^,.^^^^ l-^/',ii,rDo rs'vgd'v rr.r us men<Japat persetujuan DPRD Kabupaten fvlukomukc.

BAB VIII

PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 20

de rrajrLran 1ientDayaran kerrrbali pinjanran yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalarrr

firilD l(aDupaiten Mukomuko direalrsasikarr/dibayarkan pada tahun arrqqarrarr

;gr'$allUl(Lrlil n

Pasal 21

lliarl hal perlbayaran kenrbali pin.laman sebagaimana dimaksud pacla pasal 19 yang

.:-,grtlrlrbuti^,an DrayB antara lain bunga dan ciencJa, maka biaya tersebut dirrebanl<an

iepacia belarrJa APBD KaDupaten Mukomuko

Pasal 22

penrDayi.irarr kerlbalr pinjaman dilakukan dalam mata uang sesuai yang dttetapkatt

::irarl perJanlian pinlarnar"t antara Pemerintalr Kabupaten dt:ngan Pe tltl:crt Pitr;ittttr:tt

::-jg=---'------#:-I:-:----- 
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Derrgan berlakuny'a Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah

Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak be rlaku lagi.

llal.hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekrris

pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau

Keputusan Bupati Mukomuko,

Pasal 24

l}graturarr Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

A^^, ^..1i^^ nra; AVc,, )vrop vrdr)Q dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangatt Peraturan

Saeralr ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Mukmuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 23 November 2000

BUPATI MUKOMUKO, }T

]TD.

ICHWAN YUNUS1

Mukomuko

Pada 23 Novembor 2006

RAH KABUPATEN MUKOMUKO

ARDI DJIDIN
mr llude XlP. 1e 0020278

LEMBARAN OAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR: 04 SERI " E "

Diuncjartgkan di

--. 
- - F * 

= 
i; 
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor 04 Tahun 2006

Tanggal 23 November 2006

ALOKASI PENGGUNAAN DANA PINJAMAN PEMEITINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2OO7

MUKO,

./<-</e

YUNUS

PERKIRAAN BIAYA

179.828.945.500

34.735.819.500

27.551.655.000

16"000.000.000

41.883.580.000

15.000.000.000

A IDINAS PEKERJAAN UMUM,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI

B IDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

C IDINAS KESEHATAN

g IOINNS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

T IDINAS PzKP

F I BANDAR UDARA KABUPATEN
MUKOMUKO

315.000.000.000

l(ah, Mukomuko Tahun 2006


